PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

KANTOR KEPALA DESA KUALA PANDUK
KECAMATAN TELUK MERANTI

Alamat: RT. 12 RW. 05 Telp. Simpang Tiga Kuala Panduk Kode Pos 28384

Kuala Panduk ,11 Februari 2010

Nomor : 141/PEM-KLP/2010/25 Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bapak Pimpinan PT RAPP
Perihal : Keputusan Kepala Desa Kuala Panduk Di -

Pangkalan.Kerinci

Dengan hormat
Bersama ini kami kirimkan Keputusan Kepala Desa Kuala Panduk,tentang
Konflik Lahan 4100 Ha desa Kuala Panduk dengan PT RAPP sebagai mana terlampir
Demikian untuk dapat diketahui, atas perhatian Bapak sebelumnya diucapkan

terima kasih.

ADESA KUAJLA PANDUK
NS g

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Lembaga Ekolabel Indonesia ( LEI ) di - Jakarta

2. Gubenur Riau di - Pekanbaru

3. DPRD Provinsi Riau di - Pekan Baru
@ Forum Komunikasi Daerah ( FKD) Provinsi Riau di - Pekanbaru
5. Bupati Pelalawan di - Pangkalan Kerinci

6. DPRD Pelalawan di - Pangkalan Kerinci

7. Camat Teluk Meranti di - Teluk Meranti

8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

KANTOR KEPALA DESA KUALA PANDUK
KECAMATAN TELUK MERANTI

Alamat: RT. 12 RW. 05 Telp.  Simpang Tiga Kuala Panduk Kode Pos 28384

KEPUTUASAN KEPALA DESA KUALA PANDUK
Nomor : KPTS. 141/PEM-KLP/2010/25

TENTANG
PENYELESIAN KOMFLIK LAHAN DESA KUALA PANDUK
SELUAS 4100 HA DENGAN PT RAPP WILAYAH SEKTOR PELALAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUALA PANDUK
Pertama
Membaca : Surat Badan Permusyarawatan Desa Kuala Panduk (BPD) Nomor 141/BPD-

KLP/2010,tentang penyelesian Konflik Lahan 4100 Ha dengan PT RAPP Wilayah

Sektor Pelalawan

Kedua

Mengingat  : Keputusan Desa Kuala Panduk. melalui Lembaga Permusyarawatan Desa Kuala
Panduk (LMD) Nomor : KPTS 01/1994 Tentang Anggaran Penerimaan Dan
Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) tanggal 13 juli 1994 yang salah satu Diktum
menyatakan kepemilikan lahan desa seluas 4100 Ha.guna untuk kepentingan ekonomi
masyarakat secara umum dan disesuaikan dengan sepesipik lokalita tanah yang di
sahkan oleh Bupati Kepala Daerah TK II Kampar pada Tanggal 6 Agustus 1994

Ketiga

Menimbang : bahwa perlu menjalinkan kerja sama yang baik antara masyarakat dan perusahaan
yang memanfaatkan Lahan Desa Kuala Panduk yang pada dasarnya kerja sama
tersebut dapat saling menguntungkan

Keempat

Memutuskan : 1.Adapun penyelasaian komflik lahan 4100 Ha yang di serobot PT. RAPP Sektor

Pelalawan tahun 2002, penyelesian adalah melalui pola HTR/PHBM, sesuai yang di
Rekomendasikan oleh Panel Pakar I sertifikasi bertahap PT. RAPP Sektor
Pelalawan, Agustus 2008 (PHTL)

Lihat suplement laporan hasil penapisan panel paker I hal-16 tahun 2008



2.Hasil diskusi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) tokoh masyarakat pemerintah

Akademisi, LSM, dan PT. RAPP sendiri di Hotel Pelangi Pekanbaru pada Bulan

Desember 2009, yang diskusi tersebut adalah penyelesaian konflik lahan seluas

4100 Ha Kuala Panduk dengan PT. RAPP wilayah sektor Pelalawan adalah :

A. Unit Manajemen PT. RAPP segera melakukan penyelesaian konflik dan
membuat dokumen kesepakatan yang diterima oleh kedua pihak tentang konflik
lahan 4100 Ha dengan mekanisme dikelola melalui PHBM / HTR
(Rekomendasi PI. I Point 3).

3.Hasil perumusan dari diskusi di Hotel Pelangi Desember 2009 yang pertemuan
tersebut dihadiri oleh utusan yang direkomendasikan oleh Forum Pelangi yang
bahwa keputusan penyelesaian konflik lahan seluas 4100 Ha Kuala Panduk dengan

PT. RAPP tetap mengacu kepada P 1.1 dan S 1.1 Panel Pakar Lembaga Ekolabel

Indonesia yang isinya :

- Melakukan pemetaan yang dilaksanakan secara partisipatif bersama para pihak
untuk penyelesaian tata batas sektor Pelalawan dan penyelesaian tata batas
sektor Pelalawan dan penyelesaian wilayah konflik 4100 Ha

- Melakukan penyelesaian konflik kesepakatan para pihak

- Mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang
diterima oleh kedua belah pihak

- Sengketa lahan 4100 Ha Kuala Panduk diselesaikan dengan mekanisme yang
dikelola melalui PHBM / HTR

Di buat : Kuala Panduk
Pada tanggal : 10 Februari 2010

KEPALA DESA KUALA PANDUK




